BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA LOKAL KELURAHAN DAN
DANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Menimbang

KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 230 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah
mengalokasikan  anggaran dalam = Anggaran
Pendapatan dan Belanja Déerah untuk
pembangunan sarana dan prasarana lokal
Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di

Kelurahan;

. bahwa untuk tata cara pengalokasian dan

pedoman penggunaan dana pembangunan sarana
dan prasarana lokal kelurahan dan dana
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, perlu

diatur dengan Peraturan Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Pedoman Penggunaan Dana
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal
Kelurahan dan Dana Pemberdayaan Masyarakat di

Kelurahan Kabupaten Temanggung;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Téngah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan =~ Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daecrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara
Républik Indonesia Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



10.

Ll

14

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6123);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Daerah Kabupaten' Temanggung Nomor 13
Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2011 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Nomor 68);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pedoman Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten

Temanggung Tahun 2012 Nomor 18);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 112 Tahun
2017 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan
Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada
Camat di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 112);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PENGALOKASIAN DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA LOKAL
KELURAHAN DAN DANA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN KABUPATEN
TEMANGGUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

[
2.

»

A B

Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Temanggung.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung.

Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan.
Lurah adalah Lurah di Kabupaten Temanggung.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Aiokasi Dana Kelurahan yang selanjutnya disebut ADKel adalah
besaran anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Temanggung untuk kepentingan
masyarakat Kelurahan yang dipergunakan untuk biaya pembangunan
sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
ADKel dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan
sarana dan prasarana lokal Kelurahan, dan pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan.
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(2)

ADKel bertujuan untuk:

. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan;

o ©

. meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;

c. meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan di Kelurahan;

&5

. meningkatkan  partisipasi masyarakat dalam = pelaksanaan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
e. mendorong dan meningkatkan inovasi dalam pelayanan,

pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

BAB IIT |
ASAS PENGALOKASIAN
| Pasal 3

Pengalokasian dana pembangunan sarana dan prasarana lokal
Kelurahan didasarkan asas merata dan adil. -
Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian dari
dana pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan sebesar
35% (tiga puluh lima persen) dibagi jumlah Kelurahan.
Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian dari dana
pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan sebesar 65%
(enam puluh lima persen) dibagi secara proporsional berdasarkan
variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan variabel lainnya.
Variabel lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan

berdasarkan prioritas isu strategis.

_ Pasal 4
Pengalokasian dana pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
didasarkan asas adil.
Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara
proporsional berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah,

jumlah Rukun Tetangga (RT), dan jumlah Rukun Warga (RW).

BAB IV
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN
Pasal 5 |

Tata cara pengalokasian dan penggunaan ADKel sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
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BAB YV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Agustus 2018

SEKDA 38Y45 . Pj. BUPATI TEMANGGUNG,
ASISTEN %}
b 1! I&; i - /8 ~9

KABAG HUKUMy/ MW t
/ :

& SUDARYANTO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 dgustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEMERINTAHAN,

5% -®
SUYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 NOMOR 27



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEDOMAN PENGGUNAAN  DANA
PEMBANGUNAN  SARANA  DAN
PRASARANA LOKAL KELURAHAN DAN
DANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DI KELURAHAN KABUPATEN
TEMANGGUNG
BABI °

PENENTUAN BESARAN ADKel

ADKel setiap Kelurahan (ADKel x) terdiri dari dana pembangunan

sarana dan prasarana lokal Kelurahan (ADKel Sarpras x) dan dana

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan (ADKel Pemberdayaan x).

A. PERHITUNGAN DANA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
LOKAL KELURAHAN SETIAP KELURAHAN (ADKel Sarpras x)

Perhitungan besaran ADKel Sarpras untuk setiap Kelurahan

(ADKel Sarpras x) dihitung dengan rumus:

ADKel Sarpras x

= ADKel Sarpras Mx + ADKel Sarpras Px

Keterangan:

ADKel Sarpras x : ADKel

untuk pembangunan sarana dan

prasarana lokal Kelurahan x

ADKel Sarpras Mx : ADKel Sarpras Merata untuk Kelurahan x

ADKel Sarpras Px  : ADKel Sarpras Proporsional untuk Kelurahan x

1) ADKel Sarpras Merata

Besaran ADKel Sarpras Merata setiap Kelurahan (ADKel Sarpras Mx)

dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

ADKel Sarpras Mx = ZADKel Sarpras x 35%

Jumlah Kelurahan

Keterangan:

ADKel Sarpras Mx
ZADKel Sarpras

ADKel Sarpras Merata untuk Kelurahan x

Jumlah seluruh ADKel Sarpras



2) ADKel Sarpras Proporsional
Besaran ADKel Sarpras Proporsional setiap Kelurahan (ADKel

Sarpras Px) ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut:

ADKel Sarpras Px = _TPx x (ZADKel Sarpras x 65%)
100

Keterangan:

ADKel Sairpras Px : ADKel Sarpras Proporsional untuk Kelurahan x
TPx . Total Prosentase Kelurahan x

ZADKel Sarpras : Jumlah seluruh ADKel Sarpras

Total Prosentase Kelurahan (TPx) ditentukan berdasarkan
variabel:
1. Jumlah penduduk (x1);
2. Luas wilayah (x2); dan
3. Variabel lainnya (x3).

Total Prosentase Kelurahan (TPx) di hitung dengan rumus:

TPx = (PVxl + PVx2 + PVx3)

ZVx
Keterangan:
TPx : Total Prosentase Kelurahan x
Pvx1 . Prosentase variabel jumlah penduduk
PVx2 : Prosentase variabel luas wilayah
PVx3 : Prosentase variabel lainnya
ZVx : Jumlah banyaknya variabel sarpras proporsional

Prosentase masing-masing variabel (PVx) di hitung dengan rumus:

PVxl,2,3 = _¥x123 x 100
xzVnl,2,3
Keterangan:
PVx1,2,3 : Prosentase masing-masing variabel
Vx1,2,3 : Angka masing-masing variabel untuk Kelurahan x

Zvnl,2,3 : Jumlah angka total masing-masing variabel



B. PERHITUNGAN DANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
SETIAP KELURAHAN (ADKel Pemberdayaan x)
Perhitungan besaran ADKel Pemberdayaan untuk setiap

Kelurahan (ADKel Pemberdayaan x) dihitung dengan rumus:

ADKel Pemberdayaan x = _TPx x XADKel Pemberdayaan
100

Keterangan:

ADKel Pemberdayaan x : ADKel Pemberdayaan untuk masyarakat di
Kelurahan X ~

TP : Total prosereltase Kelurahan x

LADKel Pemberdayaan : Jumlah seluruh ADKel Pemberdayaan

Total Prosentase Kelurahan (TPx) ditentukan berdasarkan
variabel:
1. Jumlah penduduk (x1);
Luas wilayah (x2);
Jumlah Rukun Tetangga (RT) (x3); dan
Jumlah Rukun Warga (RW) (x4).

g o e

Total Prosentase Kelurahan (TPx) di hitung dengan rumus:

TPx = (PVxl + PVx2 + PVx3 + PVx4)

ZVx
Keterangan:
TPE : Total Prosentase Kelurahan x
PVx1 : Prosentase variabel jumlah penduduk
PVx2 : Prosentase variabel luas wilayah
PVx3 : Prosentase variabel jumlah Rukun Tetangga (RT)
PVx4 : Prosentase variabel jumlah Rukun Warga (RW)

ZVx : Jumlah banyaknya variabel pemberdayaan

Prosentase masing-masing variabel (PVx) di hitung dengan rumus:

PVx1,2,3 = _Vx1.23 x 100
2vVnl,2,3
Keterangan:
PVx1,2,3 . Prosentase masing-masing variabel
Vxl.2,8 . Angka masing-masing variabel untuk Kelurahan x

Vnl. 2,3 : Jumlah angka total masing-masing variabel



BAB II

PENGGUNAAN

ADKel digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal

kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, yang meliputi :

A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan

No.

BIDANG

KEGIATAN

1 48

Pendidikan

. Sarana dan prasarana Pendidikan Anak

Usia Dini dan Taman Kanak-

kanak (TK);

(PAUD)

. Sarana dan prasarana pembangunan

sanggar belajar lingkungan; dan

. Sarana dan prasarana pembangunan

sanggar Tempat Pendidikan Alqur’an

(TPQ).

Kesehatan

. Sarana dan prasarana pos pelayanan

terpadu (Posyandu)
terpadu (Posbindu); dan

/ Pos pembinaan

. Sarana dan prasarana pos kesehatan.

Umum
dan Penataan
Ruang

Pekerjaan

. Sarana dan prasarana jalan lingkungan;
. Sarana dan

prasarana  jembatan

lingkungan; dan

. Sarana dan prasarana Ruang Terbuka

Hijau (RTH).

Perumahan dan
Pemukiman

. Sarana dan

prasarana drainase

perkampungan/perumahan/ lingkungan;

. Sarana dan prasarana gorong-gorong

lingkungan;

. Sarana dan prasarana senderan talud

lingkungan;

. Sarana dan prasarana sanitasi dan air

bersih lingkungan;

. Sarana dan prasarana gapura lingkungan;

dan
Sarana dan
Pemakaman Umum.

prasarana Tempat

Ketentraman,
Ketertiban Umum
dan  Perlindungan
Masyarakat

. Pengadaan

. Sarana dan prasarana pos keamanaan

lingkungan (Poskamling) lingkungan; dan
seragam satuan petugas
perlindungan masyarakat (satgas linmas)
di kelurahan.

Pangan

. Sarana dan

. Sarana dan prasarana pemanfaatan

pekarangan; dan
prasarana  ketahanan

pangan/lumbung pangan.




No. BIDANG KEGIATAN
7. | Lingkungan Hidup a. Sarana dan prasarana persampahan
lingkungan; dan
b. Penghijauan lingkungan.

8. | Pemberdayaan a. Sarana dan prasarana rehab balai Rukun
Masyarakat dan Tetangga (RT) dan balai Rukun Warga
Desa (RW); dan

b. Sarana dan prasarana Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan.
9. Penge.ndalian Sarana ‘dan prasarana Kampung Keluarga
Penduduk dan | Berencana (Kampung KB).
Keluarga Berencana
| 10. Perhubungan Sarana dan prasarana rambu-rambu jalan
lingkungan.

11. | Komunikasi dan | Sarana dan prasarana jaringan internet
Informatika (bandwidth) lingkungan.

12. | Kepemudaan dan | Sarana dan prasarana olah raga.

Olahraga

13. | Kebudayaan Sarana dan prasarana kesenian dan

kebudayaan.

14. | Perpustakaan Sarana dan  prasarana  perpustakaan

masyarakat.

15. | Kelautan dan | Sarana dan prasarana peternakan dan
Perikanan perikanan komunal.

16. | Pariwisata Sarana dan prasarana pariwisata.

17. | Perindustrian a. Sarana dan prasarana sentra penjualan

hasil industri; dan
b. Sarana dan prasarana pengembangan
ekonomi produktif.

18. Perdagangan Sarana dan prasaran perdagangan di

kelurahan.

B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

No.

BIDANG

KEGIATAN

i

Pendidikan

a. Honor Guru Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD), Guru Taman Kanak-kanak (TK),
Guru Madrasah Diniyah (Madin), Guru
Tempat Pendidikan Alqur’an (TPQ), Guru
Sekolah Minggu, dan Guru Pasraman,;
dan

b. Pengiriman peserta pelatihan Sumber
Daya Manusia (SDM) Kependidikan
(Operasional peserta).




No.

BIDANG

KEGIATAN

Kesehatan

Honor Kader Kesehatan; dan
Uang transport pelatihan Kader.

Ketentraman,
Ketertiban Umum
dan  Perlindungan
Masyarakat

d.

satuan
masyarakat

Uang transport
perlindungan
Linmas);
Operasional Kader Siaga Trantib (KST);
Pelatihan pemuda antisipasi bencana
kebakaran; dan

Fasilitasi kampung tertib.

petugas
(Satgas

Lingkungan Hidup

Operasional bank sampah.

Pemberdayaan
Masyarakat
Desa

dan

a.

Honor pengurus inti (Ketua, Sekretaris,
dan Bendahara) Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan (LPMK);

Honor ketua Rukun Tetangga (RT) dan
Rukun Warga (RW);
Honor pengurus inti
Kesejejahteraan Keluarga (PKK)
Sekretaris, Bendahara dan
Kelompok Kerja (Pokja);
Operasional Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan;

Honor pengurus inti Karang Taruna
(Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua
Kelompok Kerja (Pokja);
Honor modin;

Pelatihan dan  bantuan
kelompok masyarakat; dan

Pemberdayaan
(Ketua,
Ketua

peralatan

. Biaya kepanitiaan.

Pengendalian
Penduduk
Keluarga Berencana

dan

a.

3

Fasilitasi pencanangan Kampung keluarga
berencana; dan
Pemberdayaan kelompok kegiatan.

Komunikasi dan

Informatika

Peningkatan kapasitas kelompok informasi
masyarakat.

Kepemudaan dan

Olahraga

a.

b.

d.

€.

. Pengiriman

Penyelenggaraan
kelurahan;
Pengiriman atlet ke Kecamatan dan atau
kabupaten; dan

kompetisi  olahraga

peserta upacara di
Kabupaten;
Pengiriman
kepemudaan; dan

Pengiriman peserta pelatihan wirausaha.

peserta pelatihan

Kebudayaan

Peningkatan kapasitas kesenian.

10.

Perpustakaan

Peningkatan kapasitas perpustakaan.




|

No. BIDANG KEGIATAN
12. | Kelautan dan |a. Pelatihan budidaya ternak;
Perikanan b. Pelatihan pembuatan pakan ternak;
c. Pelatihan pembuatan pupuk organik;
d. Pelatihan pengolahan hasil ternak;
e. Pelatihan pembuatan kandang komunal,
dan
f. Sosialisasi pencegahan penyakit hewan.
13. | Pariwisata Peningkatan kapasitas pemandu wisata dan
kelompok sadar wisata.
14. | Perindustrian | a. Biaya kepesertaan pelatihan; dan
b. Fasilitasi perijinan (Halal, PATEN dan
PRT).
15. | Koperasi Sosialisasi pendirian koperasi.

SEKDA a3y, . Pi. BUPATI TEMANGGUNG,

ASISTEN
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